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BAB IV 

Bagaimana Nilai dan Norma 
Konstitusional UUD NRI 1945 dan 

Konstitusionalitas Ketentuan 
Perundang-undangan di bawah 

UUD? 

KELOMPOK IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 
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“… a constitution as a frame of political society, 
organized through and by law, that is to say, one 
which in law has stablished permanent institutions 
with recognized function and definite rights (CF 
Strong, 1960). 

01. Lord James Bryce 

“…. a constitution may be said to be a collection of 
principles according to which the power of the 
government, the rights of governed, and the 
relations between the two are adjusted (1960). 

02. C.F. Strong 

By constitution, we mean, whenever we speak with 
propriety and exactness, that assemblage of laws, 
institution and customs, derived from certain fixed 
principles of reason….that compose the general 
system, according to which the community had 
agreed to be governed (Wheare,1975) 

03. Bolingbroke 

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi dalam 

Kehidupan Berbangsa-Negara 

Konstitusi adalah 
seperangkat aturan atau 
hukum yang berisi 
ketentuan tentang 
bagaiaman pemerintah 
diatur dan dijalankan. Oleh 
karena aturan atau hukum 
yang terdapat dalam 
konstitusi itu mengatur hal-
hal yang amat mendasar 
dari suatu negara, maka 
konstitusi dikatakan pula 
sebagai hukum dasar yang 
dijadikan pegangan dalam 
penyelenggaraan suatu 
negara. 
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Merujuk pandangan Lord James Bryce yang dimaksud dengan konstitusi 
adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan 
hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan 
mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi 
itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang 
diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-
lembaga yang tetap (permanen), dan yang menetapkan fungsi-fungsi 
dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubungan 
dengan itu C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas 
menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. 
Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu 
kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang 
diperintah, dan hubungan antara keduanya (pemerintah dan yang 
diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia). Konstitusi semacam 
ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai 
dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa a bundle of 
separate laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Rumusan 
C.F. Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke (Astim 
Riyanto, 2009). 
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Konstitusi berfungsi sebagai landasan kontitusionalisme. Landasan 
konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam 
arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi 
undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan 
lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar 
(Astim Riyanto, 2009).  

01. 

Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, 
sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan 
demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini 
dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai 
gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa 
pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan 
untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas 
untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999). 

02. 

• Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan 
kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; 

• Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan 
tahap berikutnya; 

• Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan 
tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; 

• menjamin hak-hak asasi warga negara. 

03. 

Fungsi Konstitusi 
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B. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-
Negara Indonesia 

Pada uraian di atas anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya 
Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal 
konsep kewajiban di bandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan 
tanpa reserve rakyat terhadap penguasa dalam hal ini raja atau sultan sebagai 
bentuk penghhambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala 
masa penjajahan di Nusantara di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan 
mendorong aspek  kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan 
politik,ekonomi dan sosial budaya.Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi 
pemikiran rakyat di nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam 
batas-batas melupakan pemerolehan hak,walaupun pada kenyataanya bersifa 
temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Haveloar rakyat yang 
tertindas,akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. 
 
 
Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik,dimana 
tatkala  hegemoni kaum kolonial mulai di pertanyakan keabsahannya maka 
terjadilah perlawanan kaum tertindas dimana mana menuntut hak-haknya yang 
di rampas.Sejak itulah konsep hak mulai lebuh mengemuka dan menggantikan 
konsep kewajiban yang mulai meredup . Dewasa ini kita menyaksikan fenomena 
yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigi dan jika 
perlu dilakukan dengan kekerasan ,namun pada saat tiba giliran untuk 
menunaikan kewajiban mereka itu tampaknya kehilangan gairah. 
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C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik 

 Menurut Hobbes, manusia pada “status naturalis” bagaikan 
serigala. Hingga timbul adagium homo homini lupus (man is a wolf to 
[his fellow] man), artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu 
timbul pandangan bellum omnium contra omnes (perang semua lawan 
semua). Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan 
manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang 
dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian 
rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga 
perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis.  
  
 Dalam bukunya yang berjudul Leviathan (1651) ia mengajukan 
suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak 
sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus 
inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak (absolut). Primus 
inter pares adalah yang utama di antara sekawanan (kumpulan) atau 
orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. 
Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster 
Leviathan. 



Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah 
konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi 
kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, sebenarnya 
sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan Guillotine. Dapatkah Anda 
menjelaskan peristiwa mana yang mengawali tonggak sejarah tersebut? Coba 
arahkan ingatan Anda pada sejarah perjuangan dalam menegakkan hak asasi 
manusia (HAM). Dalam rentetan sejarah penegakkan HAM Anda akan menemukan 
beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM. 
  
Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah 
konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi 
kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, sebenarnya 
sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan Guillotine. Dapatkah Anda 
menjelaskan peristiwa mana yang mengawali tonggak sejarah tersebut? Coba 
arahkan ingatan Anda pada sejarah perjuangan dalam menegakkan hak asasi 
manusia (HAM). Dalam rentetan sejarah penegakkan HAM Anda akan menemukan 
beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM. 



Contoh dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan 
Negara memuat 

aturan-aturan dasar sebagai berikut: 

1. Pedoman bagi Presiden dalam memegang kekuasaan 
pemerintahan (Pasal 4, Ayat 1). 

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden 
dan calon Wakil Presiden (Pasal 6 Ayat 1). 

3. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil 
Presiden (Pasal 7). 

4. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam 
masa jabatannya (Pasal 7A dan 7B). 

5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 
membubarkan DPR (Pasal 7C). 

6. Pernyataan perang, membuat pedamaian, dan 
perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1, Ayat 2, 
dan Ayat 3). 

7. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) 

8. Mengangkat dan menerima duta negara lain (Pasal 13 
Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat3). 

9. Pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 Ayat 1). 

10. Pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 Ayat 2). 

11. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lan tanda 
kehormatan (Pasal 15). 

12. Pembentukan dewan pertimbangan (Pasal 16). 
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Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan Presiden, 
baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala 
negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai 
kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-
menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan 
tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 
1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan 
pemerintahan di Indonesia. 
  
Konstitusi Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar 
berbangsa-negara tidak juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam 
negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di 
antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara Ibrahim, 1988). 
Kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara 
badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara 
bagaimana pusat-pusat kekuasan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri 
satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. 
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Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang 
Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis 
atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara 
konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang- Undang Dasar. Atas dasar 
kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat 
peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-
kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi 
pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan 
antara negara dan warga negara (individu). Berdasarkan uraian di atas, maka kita 
mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam 
arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. 
 
a. Dalam artisempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat 
dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. 
 
b. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak 
tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. 
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D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi 
dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia 

Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai 
tuntutan reformasi di masyarakat. Adanya tuntutan tersebut 
didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum 
cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, 
pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping 
itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang 
menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir 
(multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan 
negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi 
tumbuhnya praktik korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN). 
 
 
 
Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 
menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan 
hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya 
yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan 
perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali 
perubahan, yakni: 
 
 
• Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999. 
• Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000. 
• Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001. 
• Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002. 
 

Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD 
NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur 
kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala 
keterbatasannya. Mengapa demikian, karena sejak semula UUD 
NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang 
akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika 
konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut 
 

Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi 
dan moneter yang sangat hebat. Menyikapi kondisi seperti itu, 
pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai 
kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. 
Bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi 
meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi 
mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan 
pada Pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-
besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Pemerintah 
sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 
21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari 
jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era 
reformasi di tanah air.  
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E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan 
Berbangsa-Negara 

Setelah disahkannya Perubahan Keempat UUD NRI 1945 pada Sidang Tahunan 
MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang 
ini dipandang telah tuntas. Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan 
mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal 
Aturan Tambahan. Ada enam pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu 
Pasal 4, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 25, Pasal 29, dan Pasal 35. 

Jika kita bandingkan, isi UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah perubahan, dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. 

No Perubahan Bab Pasal Ayat Aturan Peralihan Aturan Tambahan 

1 Sebelum 16 37 49 4 pasal 2 ayat 

2 Sesudah 21 73 170 3 pasal 2 pasal 
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UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi 
dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi 
paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 
merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. 

Tata urutan ini menggambarkan hierarki perundangan mulai dari jenjang 
yang paling tinggi sampai yang rendah. Dalam sejarah politik hukum di 
Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengalami 
beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan UUD NRI 1945 
sebagai hukum tertinggi. 
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Thanks ! 
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